Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 8
Tanggal : 11 Desember 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi 1 4.02.01 Inspektorat
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
4.02.4.02.01.00.00.5 BELANJA 10.318.517.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.301.517.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 4.301.517.000,00 | PP 15 Tahun 2019
PP 13 Tahun 1980 dan PP 15 Tahun 1985
Perpres 26 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2017
Perpres ttg tunjangan jabatan fungsional
Perpres 12 Tahun 2006
Perdirjen No Per-3/PB/2015 Tgl 10-2-2015
PP 80 Tahun 2010
Perpres 12 Tahun 2013
PP 70 Tahun 2015
4.02.4.02.01.04.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.017.000.000,00
4.02 .4.02.01 .04 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan 3.662.000.000,00
Keuangan
4.02.4.02.01.04.01 Penyediaan Jasa Kantor 587.400.000,00
4.02.4.02.01.04.01.5.2.1 Belanja Pegawai 90.160.000,00
4.02.4.02.01.04.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 497.240.000,00
4.02.4.02.01.04 .02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 406.536.000,00
4.02.4.02.01.04.02.5.2.1 Belanja Pegawai 71.180.000,00
4.02.4.02.01.04.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 335.356.000,00
4.02.4.02.01.04.03 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.441.764.000,00
4.02.4.02.01.04.03.5.2.3 Belanja Modal 1.441.764.000,00
4.02.4.02.01.04.04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 800.000.000,00
4.02.4.02.01.04.04.5.2.1 Belanja Pegawai 29.810.000,00
4.02.4.02.01.04.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 770.190.000,00
4.02 .4.02.01.04.05 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 50.000.000,00
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REﬁngNG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

4.02.4.02.01.04.05.5 Belanja Pegawai 16.587.000,00
4.02.4.02.01.04.05.5 Belanja Barang dan Jasa 33.413.000,00
4.02 . 4.02.01 . 04. 06 Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 50.000.000,00
4.02.4.02.01.04.06.5. Belanja Pegawai 47.850.000,00
4.02.4.02.01.04.06.5. Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00
4.02.4.02.01.04.07 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 326.300.000,00
4.02.4.02.01.04.07.5. Belanja Pegawai 4.650.000,00
4.02.4.02.01.04.07.5 Belanja Barang dan Jasa 321.650.000,00
4.02 . 4.02.01. 17 Program Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 1.285.000.000,00
4.02.4.02.01.17.23 Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 1.285.000.000,00
4.02.4.02.01.17.23.5. Belanja Pegawai 1.101.680.000,00
4.02.4.02.01.17.23.5 Belanja Barang dan Jasa 183.320.000,00
4.02.4.02.01 .18 Program Manajemen Resiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian 250.000.000,00
4.02.4.02.01.18.01 Kegiatan Pengendalian Resiko 250.000.000,00
4.02.4.02.01.18.01.5 Belanja Pegawai 176.540.000,00
4.02.4.02.01.18.01.5 Belanja Barang dan Jasa 73.460.000,00
4.02.4.02.01. 19 Program Pembangunan Budaya Integritas 520.000.000,00
4.02.4.02.01.19.01 Pembangunan Zona Integritas 520.000.000,00
4.02.4.02.01.19.01.5. Belanja Pegawai 211.375.000,00
4.02.4.02.01.19.01.5. Belanja Barang dan Jasa 308.625.000,00
4.02.4.02.01. 20 Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan 300.000.000,00
4.02.4.02.01.20.13 Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko dan Mutu APIP 300.000.000,00
4.02.4.02.01.20.13.5. Belanja Pegawai 76.049.000,00
4.02.4.02.01.20.13.5. Belanja Barang dan Jasa 223.951.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.318.517.000,00)
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